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A. Kajian Umum Tentang Bank Indonesia 
1. Dasar Hukum Bank Indonesia 
Perubahan keempat UUD NRI1945 tidak lagi menyebut nama Bank 
Indonesia sebagai bank sentral. Namun dalam Pasal 23D UUD NRI 1945 
menyatakan bahwa: 
“Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, 
kewenangan, tanggung jawab, independensinya diatur dengan 
undang-undang” 
Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, akan ada suatu bank 
sentral dengan ketentuan undang-undang tersendiri, yang juga mengatur 
mengenai kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, susunan, dan juga 
independensi bank sentral itu sendiri.
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Kata Bank Indonesia dijumpai pada bagian Penjelasan atas Pasal 23 
UUD NRI 1945, yang bunyinya sebagai berikut: 
“Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan 
undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar 
pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar 
dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan 
pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu 
ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai 
pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing 
barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga 
itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang 
yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus 
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ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu, 
kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur 
peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang” 
Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 23 UUD NRI 1945 tersebut, 
diketahui bahwa “adanya suatu bank sentral yang dijalankan oleh suatu 
lembaga yang diberi nama dengan Bank Indonesia yang tugas dan fungsinya 
mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga agar nilai 
uang tersebut tetap stabil. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai 
kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak 
monopoli oleh negara, untuk menerbitkan, mengeluarkan dan mengatur 
peredaran macam dan harga mata uang.”
2
 
Undang-Undang tentang Perbankan, menegaskan kemandirian Bank 
Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan (power to 
supervise), termasuk pengaturan perbankan (power to regulate) dan 
pengenaan sanksi (power to impose sanctions), dengan mengalihkan 
kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan (power to license) dan 
pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen 




Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Bank Indonesia 
menyatakan, bahwa:  
“Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan 
Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara 
tegas diatur dalam undang-undang ini”
4
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Dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, posisi Bank 
Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen dalam bidang 
moneter. Independensi berarti, bahwa Bank Indonesia bebas dari campur 
tangan (intervensi) pihak pemerintah dan/atau pihak-pihak lain dalam 
menjalankan tugasnya di bidang moneter. Sehubungan dengan status Bank 
Indonesia sebagai lembaga independen, Pasal 9 Undang-Undang tentang 
Bank Indonesia melarang secara tegas pihak lain, termasuk pihak 
pemerintah untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap 
pelaksanaan tugas Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Apabila dalam 
rangka melaksanakan tugasnya selaku otoritas moneter terdapat campur 
tangan pihak lain, temasuk dari pemerintah, maka Bank Indonesia wajib 
untuk menolak dan/atau mengabaikannya.
5
 
2. Produk Hukum 
Dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang tentang Bank Indonesia 
dinyatakan, bahwa:“Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan 
undang-undang ini”.
6
 Dalam kedudukan sebagai badan hukum publik, maka 
Bank Indonesia memilikikewenangan untuk menetapkan peraturan dan 
memberlakukan sanksi sesuai batas kewenangannya. Peraturan tersebut 
dinamakan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai pengganti 
fungsi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. PBI ini merupakan 
ketentuan hukum terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia, yang 
ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu mempunyai kewenangan mengatur 
dan membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan 
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3. Tujuan Bank Indonesia 
Dengan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, secara tegas 
memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai bank 
sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untukmencapai 
serta memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan berbagai 
instrumen kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 
7 Undang-Undang tentang Bank Indonesia. 
Kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia itu, 
yaitu (1) kestabilan nilai rupiah atas barang dan jasa; dan (2) kestabilan nilai 
rupiah terhadap nilai mata uang dari negara lain. Kestabilan nilai rupiah atas 
barang dan jasa bisa diukur dengan perkembangan nilai tukar rupiah 
terhadap nilai mata uang dari negara lain.  
Guna mencapai tujuan tunggal kebijakan moneter tersebut, 
selanjutnya Undang-Undang tentang Bank Indonesia menentukan bahwa 
Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut dilakukan 
secara transparan, berkelanjutan, konsisten, serta harus melakukan 
pertimbangan terhadap kebijakan umum pemerintah di bidang 
perekonomian. Hal ini bertujuan agar kebijakan moneter yang diambil oleh 
Bank Indonesia itu dapat digunakan sebagai acuan yang pasti dan juga jelas 
bagi dunia usaha serta masyarakat luas. Selain itu, bertujuan pula supaya 
kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia telah mempertimbangkan 
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dampaknya bagi perekonomian nasional secara menyeluruh, termasuk aspek 





B. Kajian Umum Tentang Surat Berharga 
1. Pengertian Surat Berharga 
Surat berharga terjemahan dari bahasa Belanda, Waarda Papier. 
Negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon seperti Inggris 
dan USA menyebutnya Negotiable Instruments. Sedangkan surat yang 
berharga disebut Papier van Waarda, dalam bahasa Inggris disebut Letter of 
Value. 
Undang-Undang tentang Perbankan menyebutkan:“Surat Berharga 
adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau 
setiap derivatif, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, 




2. Fungsi Surat Berharga 
a. Sebagai Alat Pembayaran 
Fungsi ini mengandung pengertian, Surat Berharga dapat 
berfungsi menggantikam uang sebagai alat bayar. Perbedaannya, jika 
uang yang berfungsi sebagai legal tender dan secara resmi diterbitkan 
oleh Pemerintah wajib diterima oleh setiap orang jika diajukan sebagai 
alat bayar dalam wilayah suatu negara. Akan tetapi Surat Berharga dapat 
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ditolak, terutama jika pihak penerima meragukan kredibilitas penerbitnya 
dan kepastian bahwa Surat Berharga tersebut dapat diuangkan. 
b. Sebagai Alat Pemindahan Hak Tagih 
Surat berharga dapat juga berfungsi untuk memindahkan hak 
tagih. Dalam pengertian ini, hak yang dimiliki oleh satu pihak dapat 
dialihkan kepihak lain dengan cara pengalihan atau endosemen. 
Instrumen yang digunakan dalam pengalihan tersebut adalah Surat 
Berharga. 
c. Sebagai Surat Bukti Hak Tagih 
Surat Berharga pada dasarnya adalah instrumen alat pembayaran 
yang sifatnya berjangka. Dengan demikian, setiap pihak yang memiliki 
Surat Berharga berarti yang bersangkutan memiliki hak tagih sampai 
surat yang dimilikinya tersebut dicairkan atau diuangkan.
10
 
3. Teori Tentang Surat Berharga 
Dasar hukum diterbitkannya Surat Berharga didahului adanya 
hubungan hukum antara penerbit (penarik) dengan pemegang Surat 
Berharga. 
a. Teori Kreasi atau Penciptaan (creatie theorie) 
Pada teori ini, dasar hukum mengikatnya suatu surat berharga 
antara penerbit (penarik) dengan pemegang yaitu adanya perbuatan 
penandatanganan surat berharga tersebut. Perbuatan tersebut digolongkan 
sebagai menciptakan perikatan.
11
 Karena ada perikatan, maka penerbit 
bertanggung jawab untuk melakukan pembayarab kepada pemegang 
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b. Teori Kepantasan (redelijkheidst theorie) 
Apabila teori kreasi menyatakan bahwa penerbit yang melakukan 
penandatanganan surat berharga  itu tetap terikat untuk melakukan 
pembayaran kepada pemegang, walaupun pemegang tidak jujur, teori 
kepantasan tidak menerima akibat yang demikian itu. Pembatasannya 
ialah penerbit (penandatangan) hanya bertanggung jawab atau terikat 
pada pemegang yang memperoleh surat berharga secara pantas (redelijk, 
reasonable). Pantas, artinya menurut cara yang lazim yang diakui oleh 
masyarakat dan dilindungi oleh hukum. Pemegang yang demikian ini 
disebut pemegang yang jujur (tegoeder trauw, in good faith).
13
 Dalam 
teori ini dinyatakan bahwa penerbit atau penarik surat cek akan 
bertanggung jawab terhadap surat cek yang diterbitkannya sepanjang 
pemegang memperolehnya secara jujur. Namun teori ini masih 




c. Teori Perjanjian (overeenkomst theorie) 
Pada teori ini, dasar mengikatnya surat berharga antara penerbit 
dengan pemegang ialah suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua 
pihak, yaitu:pihak penerbit yang menandatangani dan pihak pemegang 
pertama yang menerima surat berharga tersebut. Dalam perjanjian 
disetujui bahwa jika pemegang pertama memperalihkan surat itu kepada 
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pemegang berikutnya penerbit tetap terikat untuk melakukan pembayaran 
dan bertanggung jawab untuk membayar.
15
 
d. Teori Penunjukan (vertoning theorie) 
Dalam teori ini dikemukakan, dasar mengikatnya suatu surat 
berharga antara penerbit dengan pemegang adalah perbuatan penunjukan 
surat tersebut kepada debitur. Maka mulai saat itu timbul perikatan yang 
mana debitur selaku penerbit tetap berkewajiban untuk membayarnya 
pada tanggal yang diperjanjikan atau dikompensasi dengan tagihan yang 
ada padanya.
16
 Sebelum surat berharga ditunjukkan kepada penerbit, 




4. Klausula Dalam Surat Berharga 
a. Atas Tunjuk (aan toonder, to bearer) 
Istilah aan toonder dan to bearer diterjemahkan kepada pembawa 
dan atas tunjuk. Surat berharga yang berklausula atas tunjuk, 
pengalihannya cukup dengan menyerahkan surat itu saja, dari tangan ke 
tangan, seperti menyerahkan uang. Dalam praktik perdagangan surat 
berharga yang berklausula atas tunjuk lebih dipergunakan para pelaku 
bisnis, karena lebih mudah dan praktis serta tidak perlu endosemen 
apabila ingin diperalihkan kepada tangan berikutnya.  
b. Atas Pengganti (aan order, to order) 
Surat berharga yang berklausula atas pengganti peralihannya 
dengan cara endosemen. Endosemen adalah memberikan suatu 
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keterangan pada surat berharga, yang dimaksudkan bahwa pemegang 
memberikan keterangan jika surat berharga tersebut diperalihkan kepada 
pemegang berikutnya. 
c. Atas Nama (up naam) 
Surat berharga berklausula atas nama peralihan lebih sulit, karena 
harus dengan balik nama terlebih dahulu dan membuat akta otentik atau 
akta dibawah tangan. Dalam praktik klausula yang sering dipergunakan 
oleh penerbit adalah atas unjuk dan atas pengganti, karena kedua klausula 






C. Kajian Umum Tentang Bilyet Giro 
1. Dasar Hukum Bilyet Giro 
Semula pengaturan mengenai Bilyet Giro diatur pada Surat Edaran 
Bank Indonesia Nomor 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 
(selanjutnya disebut SEBI 4/670/UPPB/PbB), yang telah dicabut dan 
disempurnakan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
28/32/KEP/DIR (selanjutnya disebut SK Dir BI 28/32/KEP/DIR) dan Surat 
Edaran Bank IndonesiaNomor 28/32/UPG (selanjutnya disebut SEBI 
28/32/UPG) masing-masing tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.
19
 Lalu 
kemudian diubah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) tentang Bilyet Giro dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 
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18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 tentang Bilyet Giro (selanjutnya 
disebut SEBI18/32/DPSP), serta mencabut SK Dir BI 28/32/KEP/DIR dan 
SEBI 28/32/UPG. 
2. Pengertian Bilyet Giro 
Pasal 1 angka 3 PBI tentang Bilyet Giro menyatakan: “Bilyet Giro 
adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan 
pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima”. 
Bilyet Giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah penarik 
yang telah ditetapkan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk 
melakukan pemindahan sejumlah dana dari rekening giro nasabah penarik 
Bilyet Guri untuk diberikan kepada pihak penerima yang namanya 




Dari pengertian tentang Bilyet Giro diatas dapat dinyatakan bahwa 
dalam pengertian Bilyet Giro tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 
a. surat perintah; 
b. dari nasabah penyimpan kepada bank; 
c. pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening gironasabah 
penarik; 
d. sejumlah uang tersebut ditujukan kepada penerima yang 
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3. Syarat Formal Bilyet Giro 
Pada Pasal 3 ayat (1) PBI tentang Bilyet Giro menyatakan:  
“Bilyet Giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut: 
a. nama Bilyet Giro dan nomor Bilyet Giro; 
b. nama Bank Tertarik; 
c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan 
sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik; 
d. nama dan nomor rekening Penerima; 
e. nama Bank Penerima; 
f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun 
dalam huruf secara lengkap; 
g. Tanggal Penarikan; 
h. Tanggal Efektif; 
i. nama jelas Penarik; 
j. tanda tangan Penarik.” 
4. Pihak-Pihak Dalam Bilyet Giro 
a. Penarik: Pihak nasabah yang memerintahkan pemindahbukuan sejumlah 
dana atas beban rekening giro miliknya; 
b. Bank Tertarik: Pihak yang menerima perintah pemindahbukuan tersebut, 
dalam hal ini bank; 
c. Pemegang: Pihak nasabah yang memperoleh pemindahbukuan sejumlah 
dana yang diperintahkan oleh penarik kepada bank tertarik; 
d. Bank Penerima: Pihak bank yang menatausahakan rekening pemegang.22 
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